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PERATURAN WAlil KOTA PAGAR ALAM 

NOMOR 4; TAHUN 2023 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALi KOTA PAGAR ALAM, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan 

dan kemudahan serta menjamin terselenggarannya 

pendidikan yang bermutu bagi setiap Warga Negara tanpa 

diskriminasi maka diperlukan pedoman dalam 

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kata Pagar Alam; 

b. bahwa daJam upaya untuk memberikan kesempatan 

kepada peserta didik yang memiliki kelainan fisik, 

emosional, mental, sosial, dan/ a tau memiliki potensi 

kecerdasan atau bakat istimewa perlu mendapatkan 

pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan 

pelayanan pendidikan khusus; 

c. bahwa pelayanan pendidikan khusus untuk peserta didik 

yang memiliki kelainan dan/ atau peserta didik yang 

memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa 

dapat diselenggarakan secara inklusif; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan 

Peraturan Wali Kata Pagar Alam tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Inklusif; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 



Pcndidikan Nasional (Lcmbaran Negara Rcpublik Jndoncsia 

Tahun 2003 Nomor 78, TambaJ10n Lcmbaran Negara 

Rcpublik Indonesia Nomor 4301); 

3. Undang-Undang Nomor 23 'l'ahun 201'1 tcntang 

Pcmerintahan Dacrah (Lcmbaran Negara Rcpublik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana tclah 

diubah bebcrapa kaJi terakhir dcngan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tcntang Penetapan Pcraturan 

Pcmer intah Nomor 2 Tahun 2022 tcntang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Ta hun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang 

Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta hun 
2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4496); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang 
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 
Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 
14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6762); 

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 
2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Yang 
Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa· 

J 

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Ta hun 
2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang 
Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan 
dan/ a tau Bakat lstimewa; 

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 157 Tahun 
2014 ten tang Kurikulum Pendidikan Khusus (Berita 
Negara Republik lndoensia Tahun 2014 Nomor 1690); 
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Menetapkan 

9. P�·r.m1r,u1 D emh Nomor S Tlliun _01 tent. n� 

P•mbentuk� n dnn Susun m P ·mngk.H Docn>lh (Lcmbnnm 

Daernh Kot Pngnr Alam 1\lhun 2016 Nomor SJ 

seb.."\gllimana tdah diubah bcbcmpa kali temkhir dengan 

Peraturan Dacnih Nomor 3 Tahun 2021 tcntang Pcrub.'\hnn 

Kedu atas Per aturan Dacn1h Kola Pngnr Alam Nomor S 

Tnhun 2016 tcntang Pembcnrukan dan Susunnn Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kola Pagar Alam Tahun 2021 

Nomor 3); 

10. Peratum.n Wali Kot.a Pagar Alam Nomor 42 Ta hun 2021 

tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang 

Disabilitas (Berita Daerah Kola Pagar Alam Ta hun 2021 

Nomor 42); 

11. Pemruran Wali Kot.a Pagar Alam Nomor 59 Ta hun 2021 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan 

Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pa.gar Alam Ta hun 

2021 Nomor 59). 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN WALi KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN 

PENDJDIKAN INKLUSIF. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Pemtu.mn Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 

1. Kola adalah Kola Pagar Alam. 

2. Pemerintah Kola adalah Pemerintah Kola Pagar Alam. 

3. Wali Kota adalah Wali Kola Pagar Alam. 

4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kola 

Pagar Alam. 

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kola Pagar Alam. 

6. Pendidikan lnklusif adalah sislem penyelenggaraan 

pendidikan yang memberikan kesempalan kepada 

semua peserta didik yang memiliki kelainan/ 
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1 5. Pcran Scrta Masyaraka t adaJah pcran scrta masyarakat 

clalam pcnyclcnggarnan dan pcngcndal ian mutu 

pclayanan Pcndid ikan lnklusif, 

1 6, Sckolah Oasar yang sclanjutnya dis inglrn t  SD adalah 

salah satu bcntuk satuan pcndidikan fonnaJ yang 

mcnyclenggarakan pcndicJ ikan umum pada jcnjang 

pcndid ikan dasar. 

1 7. Sckolah Mcncngah Pcrtama yang sclanju tnya dis ingka l  

SMP adalah saJah satu l>cntuk satuan pcndidikan fonnal 

yang mcnyclcnggarakan pend idikan umum pada jcnjang 

pcndidikan dasar scbagai Janjutan dari SD, Madra.sah 

lbtidaiyali, atau bcntuk lain yang sedcrajat atau 

)anjutan dari hasil bclajar yang diakui sarna atau sctara 

SD atau Madrasafi JbtidaiyalL 

1 8. Pcndid ikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat 

PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang d itujukan 

kepada anak sejak lahir sarnpai dengan usia enarn 

tahun yang d i lakukan melaJui pembcrian rangsangan 

pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 

pcrkembangan jasmani dan rohani  agar anak memiH ki 

kcsiapan dalarn mcmasuki pendidikan lebih lanjut. 

1 9. Peserta Didik adaJah anggota masyarakat yang berusaha 

mengembangkan potensi diri melaJui proses 

pembelajaran yang tersedia pada jaJur, jenjang, dan 

jenis, 

Pasal 2 

Pengaturan penyelenggaraan Pendidikan InkJusif bertujuan: 

a. memberikan kesempatan kepada semua peserta didik 

yang rnemiliki kelainan fisik, emosionaJ, mental, dan 

sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau 

bakat istimewa untuk rnemperoleh pendidikan yang 

bennutu sesuai dengan kebutuhan dan 

kemampuannya; dan 

b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang 

menghargai keanekaragarnan, dan tidak diskrirninatif 

bagi semua peserta didik termasuk anak berkebutuhan 

khusus. 
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Pasal 3 

Pcnyclcnggaraan Pcnd id ikan lnklusif bcrosasknn: 

a. pcmerat.aan dan kualitas layanan; 

b. ke bu tuhan individual; 

c. ke bermaknaan ; 

d .  berkelanjutan; dan 

e. ke terlibatan , 

Pasal 4 

Ruan g lingku p dalam Pcra turan Wali ko la in i melipu ti : 

a .  tugas dan tan ggung jawab; 

b. kewenangan ; 

c. pe serta didik pendid ikan i n klu sif; 

d .  kuri kulum pendid ikan inklus if; 

e .  pendid ik d an tenaga ke pendid ika n ;  

f. saran a d an pra sarana ;  

g. pem bi aya an pendid ikan in kJu sif; d an  

h .  peran serta ma syarakat. 

BAB I I  

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 

Pasal 5 

Togas dan langgungj awab Pemerintah Kota sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi :  

a. menjamin terselenggara nya Pendidikan lnk Jusif sesuai 

dengan kebutuhan peserta didik; 

b.  menjamin tersedia nya sumber daya Pendidikan lnk Jusif 

pada satuan pendidikan yang ditunjuk; 

c. meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus 

bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan 

pendidikan penyelenggara Pendidikan lnkJusif; dan 

d .  memfasilitasi terselenggaranya kerjasama dan 

terbangunnya jaringan satuan pendidikan, perguruan 

tinggi, organisasi profesi, lembaga rehabilitasi, rumah 

sakit, klinik terapi, dunia usaha, lembaga swadaya 

masyarakat, dan masyarakat. 
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BAB I l l  

KEWENANGAN 

Pasal 6 

( I )  Pcmcrin tah Kola bcrwenang mcnyelcnggarakan 

Pcndidikan lnkJusif pada: 

a .  satuan pcndidikan jaJur fonnaJ; 

b. satuan pcndidikan nonfonnal; 

c. PAVO.  

(2) Saluan Pcndid ikan fonnal sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1 )  huruf a disclcnggarakan pada jenjang SD 

dan SMP. 

(3) Pada jenjang SD dan SMP scbagaimana dimaksud pada 

aya t  (2) setiap kecarnatan pal ing scdikit 

menyelenggarakan 1 (satu) Pendidikan JnkJusif. 

(4 ) Satuan Pend ictikan nonformal sebagaimana dimaksud 

pada ayal ( 1 )  huruf b djselcnggarakan paling sedikit 1 

(satu) Pendidikan lnklusif di \\rilayah Kola. 

(5) Pada jenjang PAVO scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

huruf c seliap kccamatan paling sedikit 

menyelenggarakan 1 (satu) Pcndidikan l nklusif. 

(6) Penetapan PAUD, SD dan SMP yang menyelcnggarakan 

Pcndidikan lnklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dan ayat (5) di tetapkan dcngan Kcputusan Wali Kata. 

BAB IV 

PESERTA DIDIK PENDIDIKAN JNKLUSIF 

Pasal 7 

( 1 )  Pescrta Didik Pendidikan lnklusif mcrupakan semua 

ABK yang terdaftar pada PAVO serta Satuan Pendictikan. 

(2) ABK sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  meliputi anak 

yang mcngalami: 

a. gangguan penglihatan ringan; 

b. gangguan pendengaran ringan; 

c .  gangguan bicara ringan; 

d .  kelainan anggota tubuh; 

e. autis ringan; 

f. epilepsi; 

g. gangguan sosialitas, emosional dan perilaku; 
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h .  lamban bclajnr; 

i .  kcsul i ton bclajAr spcsifik;  clan  

J .  kcsul i tnn komuniknsi .  

(3) Al3J< scbagaimann d imaksud pnda aya l (2) harus 

mcndopAlknn surnt rckomcndnsi dori psikolog/psil<la tcr 

dun doklcr spcsinli s yang d i tu njuk olch Dinas. 

(4 ) Pcnyclcnggara Pcnd idi kan Jnklusif dapat mcnerima ABK 

discsunikan dcngnn sarana dan prasnrana  scrta sumbcr 

daya rnanusio yang dimi l iki olch sa tuan pcndidikan. 

PasaJ 8 

( 1 )  ABK yang mcmi l iki polcns i  kcccrdasan dan bakat 

istimcwa dapat mcngikuti pendid ikan program 

percepatan melalui sistem satuan krcdi t  semester. 

(2) Program perccpatan scbagaimrurn d imaksud pada aya t 

( 1 )  di lakukru1 dcngan pcrsyara lan :  

a .  ABK memi l ik i  polensi kecerdasan dan  bakat istirnewa 

d ibuktikan dengan hasi l  Les psikolog; dan 

b. Satuan Pcndid ikan dan PAUD penyelcnggara 

d i tetapkan olch Wal i  Kola . 

PasaJ 9 

( 1 )  Peserta didik ABK bcrhak: 

a. mengikuti pendid ikru1 inklusif pada 

pendid ikan sesuai dengan kebutuhan 

kemarnpuannya; 

b. rnernpcroleh pendidikan yang bermutu dan 

didiskriminasikan; dan 

satuan 

dan 

tidak 

c. mernperoleh lingkungan pendidikan yang menghargai 
perbedaan tanpa rnelihat kelainru1 dan kccacatannya. 

(2) Pescrta didik ABK berkewaj iban: 

a. berperan secara aktif dalam kegiatan belajar 
mengajar; dan 

b. mentaati peraturan dan tata tertib. 
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Pasal 1 0  

Pcndidikan in klusif poda Satuon Pcndidikan sc bngaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditcmpuh olch Pcscrta 

Didik dalam kurun wn ktu : 

a. SD, paling ccpnl 6 (cna m) tahun ; dan 

b. SM P, pa ling ccpal 3 (tiga ) tn hu n .  

Pa sa l 1 1  

( 1 )  Pcndidikan l n klusif sebagaiman a dimak sud d a la m  Pa sal 

1 0  da pat d ila ksana kan mclalui : 

a .  kelas u m um ;  d an 

b. ruan g khusu s. 

(2) Kelas u mum sebaga imana d ima ksud pad a ayat ( 1 )  huruf 

a meru pakan kela s yang me nggabu ngka n Peserta D id ik  

ABK den gan  Peserla D idik Umu m  d alam mengikuti 

proses pembelaj aran dan be rsosi ali sasi . 

(3) Ruan g  khusus sebagai mana d i m aksud  pad a  ayat ( 1 )  

huruf b merupakan ru ang un tuk mem berikan l ayanan 

proses pembel aj aran secara khu su s  bagi ABK pada 

waktu terten tu .  

Pasal 1 2  

( 1 )  Pendjdikan J nklusif mem pertimbangkan pnns1p 

pembel aj aran yang disesuaikan dengan karakteristik 

bel ajar peserta d id ik .  

(2) Karakteristik bel ajar peserta didik sebagaim ana 

dimaksud pada ayat ( 1 )  d i tuangkan dalam Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendid ikan. 

BAB V 

KURIKULUM PENDIDIKAN INK
L

USIF 

Pasal 1 3  

Pembelajaran pada Pendidikan Ink.lusif mempertimbangkan 

prinsip-prinsip pembelajaran yang diseswkan dengan 

karakteristik belajar peserta didik. 

Pasal 1 4  

Satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif 
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mcnggunakan kurikulum tingka t sa tuan pcndid ikan yang 
mcngakomodasi kcbutuhan tlan kcmampuan pcscrta didik 
scsuai dcngan baka t d:m mina tnya . 

PasaJ 1 5  
( I ) Pcscrtn d id ik Pcnd id ikan Jnklus if mcngiku ti 

pembclajaran berdasarkan:  
a .  kurikulum yang dikcmbangkan dcngru1 standar 

nasionaJ pcndidikan at.au d i  a las standar nasionaJ 
pcndidikan ;  dan 

b. kurikulum yang dikcmbangkan di bawah standar 
nasionaJ pendid ikan. 

(2) Pcscrta d idik Pcndidikan lnklusif sebagaimana dimaksud 
pada aya l ( 1 )  mengikuti uj ian yang diselenggarakan oleh 
Satuan Pcndidikan yang bersangkutan.  

PasaJ 16 
( 1 )  Pen ilaian hasil belajar bagi peserta d idik pendidikan 

inklusif mengacu pada jen is kurikulum tingkat satuan 
pcndidikan yang bersangkutan.  

(2) Peserta didik Pendidikan lnklusif yang menyelesaikan 
dan lulus ujian scsuai dengan kurikuJum tingkat 
satuan pendidikan, mendapat ijazah yang blankonya 
dikeluarkan oleh Pemerintah disertai surat keterangan 
bahwa peserta didik tersebut bcrkebutuhan khusus. 

(3) Peserta didik Pendidikan InkJusif yang memperoleh 
ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
melanjutkan pendidikan pada tingkat atau jenjang yang 
lebih tinggi pada Satuan Pendidikan yang 
menyelenggarakan Pendidikan lnkJusif atau satuan 
pendidikan khusus.  

BAB VI 
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

Pasal 1 7  
( 1 )  Pendidik pada Pendidikan InkJusif terdiri alas: 

a. Guru; dan 



b. GPK 

(2) Guru sc bagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a 

dapat bcrasal dari apa.ratur sipil ncgara dan / atau 

masyaraka l .  

(3) G PK sc bagaforn na d ima ksud pada ayat ( 1 )  huruf b tcrd iri 

alas: 

a. gu ru  dcngan kualif
i

kasi pcndid ikan kJiusu s yang 

dibcri tuga s  di Satuan Pcnd id ikan ; dan 

b. gu ru  yan g mcnda pat pcla t.ih an korn pe tcn si 

menangan i AB K. 

Pa saJ 1 8  

G uru sebagaimana dimaksud daJam Pa sal 1 7  hu ruf a 

benugas :  

a .  menyu sun pe rencanaan pembe l aj aran ; 

b. melaksanakan pembelaj a ran ;  

c .  men i l a i  proses dan h asil pembe l aj aran;  

d .  melaksanakan t.indak lanjul  has il 

pem belaj aran ; 

penilaian 

e.  mem berikan pembelaj aran secara adil dan tidak 

di skriminati f; dan 

f. mengkomunikas ikan proses d an  hasil bel ajar Peserta 

Didik kepada orang tua Peserta Did ik .  

Pasal 1 9  

GPK sebagaimana d imaksud dalam PasaJ 1 7  huruJ b 

bertugas: 

a. menyusun instrumen asesmen pendidikan bersama 

tenaga ahli, Guru kelas dan/atau Guru mata pel ajaran; 

b. membangun sistem koordinasi antar Guru, pihak 

sekolah dan orang tua Peserta Didik; 

c.  memberikan bimbingan kepada ABK; 

d.  melaksanakan pendampingan kepada Guru kelas atau 

Guru mata pelajaran; 

e. memberikan bantuan layanan khusus bagi anak yang 

mengalami hambatan dalam mengikuti pembelajaran di 
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kclas umum; 

f. berbagi pcngaJaman pada Guru kcla s dan Guru mata 

pclajaran; dan 

g. mcmbcrikan bim bingo n sccora bcrkcsinam bungan dan 

mcmbuat calat an khu su s an ak sclama mcngikuti 

kegiat.an pcm belajaran . 

Pasal 20 

( 1 )  Pcngadaan dan pcndaya gunaan tcnaga kcpcnclidikan 

clan tc naga ah l i ,  program rcha bi li tas ,  buku pclajaran , 

pe raJatan pendid ikan khu su s ,  pcrala tan rchabil i ta s, 

lempat bc lajar, ruang rchabiJ i tas , tanah d an  gedung 

be scrta pcmeli haraan Pcnd id ikan l n kJusif 

d i selenggarakan ol eh : 

a .  Pemerin tah  Kota; dan / a tau 

b. masyarak.at. 

(2) Pen gad aan clan Pend aya gunaan sebagaimana dimaksud 

pada aya t  ( 1 )  hu ruf a merupakan tanggungjawab 

Pemerin t.ah  Kota. 

(3 ) Pen gadaan dan Pend ayagunaan sebagaimana di.maksud 

pada  ayat ( 1 )  huruf b merupakan tanggungj awab 

yayasan . 

(4 ) Tanggung j awab pengadaan clan pend ayaguaan selain 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dan ayat (2) ,  dapat 

d il akukan bersama-sama oleh Pemerintah, Pemerintah 

Kola, dan yayasan . 

BAB VI I 

SARANA DAN PRASARANA 

Pasal 2 1  

Pendidikan lnkJusif secara bertahap melengkapi sarana dan 

prasarana yang meliputi: 

a .  sarana dan prasarana umum sebagaimana diatur dalam 

Standar Nasional Pendidikan (SNP) ;  

b .  sarana dan prasarana khusus; 

c. alat asesmen, alat bantu dengar, latihan bina persepasi 

bunyi/irama, alat bantu belajar dan alat latihan fisik 

untuk disabilitas sensorik khususnya gangguan 
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komunikasi ;  
d .  alat ascsmcn, a ln t  hnihan scn�ori visual, lat ihan scnsori 

pcrabirnn, scnsori pcngc:cap dan pcrasa, ola t  bina d i ri ,  
konscp dan s irnbol bilangan, dan daya pikir, a la t  
pcngajaran bahasa, lat ihan pcrccptu1tl motor un tuk 
disabi l i tas in lc lck tm1l ;  

c. a lat ascsmcn, a la t  latihan fisik, a lal  bina d iri, a lat 
orthotika dan prostatik, alat ban tu bclajar untuk 
disabi l i tas fisik; 

f. a la t  ascsmcn gangguan pcrih1ku 1 alat  tcrapi pcri laku, 
aJat tcrapi fisik untuk d isabi l i tas mental ;  

g. aJa t  asesmen, alat bantu ajar, dan bahan ajar untuk 
anak berbakat; 

h .  aJat asesmen, alat bantu dan bahan ajar remcdiaJ, dan 
ruang remedial un tuk anak yang mengaJami kesul itan 
belajar; dan 

1 .  aJa t  tu l i s  kan tor khusus dan ruang lerapi . 

BAB VI I I  
PEMBIAYAAN PENDIDIKAN INKLUSIF 

PasaJ 22 
( 1 )  Pembiayaan Pendidikan lnklusif dapat bersumber dari :  

a .  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 
b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat. 

(2) Pengelolaan pembiayaan Pendidikan Inklusif 
sebaga.imana dimaksud pada ayat ( 1 )  dilaksanakan 
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang

undangan. 

BAB IX 
PERAN SERTA MASYARAKAT 

PasaJ 23 
(1 ) Bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaran 

Pendidikan Inklusif meliputi:  
a. pengadaan dan pemberian bantuan pendidik dan 

tenaga kependidikan; 
b .  pemberian pemikiran dan pertimbangan berkenaan 
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dcngan pcncntu un kcb ijakan pcnyclcnggaran 

J>cndidikan l nklusif; 

c. pcm bcrian bantunn lain nya untu k kcrja sama dalam 

pcnclitian dnn pcngcm bangnn ; 

d. mcrnbantu dala rn mcrcncanakan , rncmonitoring, dan 

mcngcvaluasi kcterluksanaan Pcndidikan lnklusif; 

c. mcmbantu pcngorganisasian kclcm bagaa n dalam 

Pcndidikan l n klusif; d an 

f. mcm bantu mcn garahkan d alam mclakuka n mod ifi kasi 

ku ri ku lum , program pendidikan ind ivid ual , 

pcm bclajaran , pen ilaian , med ia, dan su mbcr bclaj ar 

yang ascsibcl . 

(2 ) Pendid ikan l n klusif da pa t bekcrjasama d an membangun 

ja ri ngan den gan sistem pend id ikan khu sus ,  pe rguru an 

tinggi , organ i sasi profesi , le mba ga rehabili ta s ,  rumah 

sakit dan pu sat kescha ta n  masyarakat, kl in i k  terapi , 

dun i a  usaha ,  Lembaga Swad aya Ma syarakat (LS M ) ,  dan 

ma syarakat .  

(3 ) Dalam haJ penan ganan masaJ ah psikosos iaJ dan 

pcmbe rian rekomendasi kepada anak berkcbutuhan 

khusus  Dinas mcl iba tkan lembaga lain  yang 

berkompe ten .  

BAB X 

PEMBINMN, PENGENDALlAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 24 

( 1 )  Pembinaan atas penyelen ggaraan Pendidikan Inklusif 

meliputi pemberian pedoman , bimbingan,  supervise, 

konsultasi ,  pendidikan dan latihan . 

(2) Pengendalian atas penyelenggaraan pendidikan 

ink lusif meliputi monitoring dan eva Juasi terhadap 

pelaksanaan dan pelaporan oleh satuan 

penyelenggara Pendidikan Inklusif. 

(3) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1 )  dan ayat (2) dilaksanakan oleh 

Pemerintah Kota. 

(4) Pengawasan atas penyelenggaraan Pendidikan Inklusif 
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dto

dto

d i lnksannlrnn olch pcjn lm t  fu 11gs io 1 1 1 1 l  d i l> i c long 
pcngnwusnn scsuui dcngon kctcn l uan pcro lurnn 
pcrundang- undungan .  

13/\B X I  
KETENTUJ\N PENUTUP 

Pasa.1 25 
Pcra turan Wa l i  Kola in i  mula i  bcrlaku pada tanggal 
diundangkan .  
Agar scl.iap orang mcngelahu inya , mcmcrin lahkan  
pengundangan Peraluran Wal i  Kola in i  dengan  
penempatannya dalam 13cri ta Dacrah Kola Pagar A lam .  

Diundangkan d i  Pagar Alam 

Di letapkan di Pagar Alam 
pada LanggaJ �I Pts«wi bif tJOJ} 'l> 
Pj . W�IKOTf\ JTA(ym ALAM,  

LUSJ).V'J'N f UJJHA KUt<NIA 

pada tanggaJ ;;i 1  !)"5eM,�r ���  
Pj . SEKRj'fARIS _l)AERAH KOTA PAGAR ALAM, 

AANU J<J\N L!!,i:)J 

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2023 NOMOR �3 
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